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ABSTRAK

Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam suatu
perkawinan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
bahagia dan kekal. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa
perceraian harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Namun pada
kenyataannya banyak proses perceraian yang terjadi tidak sesuai dengan aturan-
aturan tersebut yaitu banyaknya kasus perceraian di luar pengadilan. Sebagai respon
terhadap problematika ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul mengeluarkan fatwa tentang perceraian di luar
pengadilan. Dasar hukum yang digunakan kedua lembaga tersebut sama, akan
tetapi menghasilkan keputusan yang berbeda. Oleh sebab itu, perlu adanya studi
perbandingan yang menjelaskan tentang apa yang menyebabkan perbedaan
pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamamdiyah dan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama tentang perceraian di luar pengadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Libraray Research)
yang bersifat normatif yaitu masalah yang dikaji, dalam hal ini perceraian di luar
pengadilan, diteliti dari perspektif hukum fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, serta dianalisis
mennggunakan teori al-iktilaf fi fahmi nash wa tafsirihi. Pengertian dari teori ini
adalah perbedaan dalam memahami nash dan menafsirkan teks dari satu dalil yang
sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama disebabkan perbedaan dalam memahami nash. Majelis Tarjih dan Tajdid
memahami nash tentang talak secara kontekstual dengan berdasar pada aspek
maslahat. Sedangkan Lembaga Bahstul Masail memahami nash tentang talak sesuai
dengan ulama-ulama terdahulu yaitu secara tekstual. Hal ini berimplikasi pada
hukum yang dihasilkan, yaitu Majelis Tarjih mengharuskan perceraian dilakukan
di depan sidang pengadilan dengan alasan menimbulkan kemaslahatan. Sedangkan
Lembaga Bahtsul Masail menggap sah perceraian yang dilaksanakan di luar sidang
pengadilan dengan dasar bahwa talak merupakan hak mutlak suami.

Kata kunci: Perceraian, Pengadilan, Ikhtilaf
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri,
namun sebagai mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hal ini
disebabkan karena manusia sejak lahir hidup selalu di dalam lingkungan
masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan
manusia lainnya dan berusaha untuk meneruskan Kketurunan dengan cara
melangsungkan perkawinan.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup
manusia. Di samping membawa kedua mempelai kepada kehidupan baru yang
berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah
status keduanya.* Hal ini berarti laki-laki dan perempuan mempunyai kepentingan
yang sama atas perkawinan mereka, dan oleh karena itu di dalam perkawinan
seharusnya tidak diperhitungkan lagi antara kepentingan laki-laki pada satu pihak
dan kepentingan perempuan pada pihak lain secara dominan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk

! Ach Puniman, “Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Tahun
19747, Jurnal Yustitia, Vol. 19: 1 (Mei 2018), him. 97.



mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.? Sebagaimana
Firman Allah dalam surat An-Nisa’ (4): 21:
Nade 1Bline a&ia (0A15 ks ) a8laad Liadl 285 4335408 Gk

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dalam hukum Islam pernikahan
bukan hanya sekedar ikatan antara laki-laki dan perempuan melainkan untuk
menaati perintah Allah dan di dalam perkawinan juga terdapat unsur ibadahnya.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan dijelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara
seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.* Undang-Undang tersebut tidak hanya merumuskan arti perkawinan,
akan tetapi juga terdapat tujuan perkawinan.

Tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia
(sakinah, mawaddah, dan rahmah) dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling
membantu dan melengkapi agar masing-masing membantu dan mencapai
kesejahteraan spiritual dan materii.> Akan tetapi pada praktiknya dalam menjalani
rumah tangga sangatlah sulit dan tidak selalu berjalan dengan lancar terkadang ada
permasalahan yang tidak bisa dihindari bahkan permasalahan tersebut bisa

menyebabkan terjadinya putusnya perkwinan.

Z Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam,
3 An-Nisa’ (4): 21.
4 Pasal 2

5> Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017), him. 27.



Sebuah perkawinan dapat putus apabila memenuhi sebab-sebab tertentu.
Perkawinan dapat dikatakan putus karena beberapa sebab yaitu:®

1. Kematian

2. Perceraian, dan

3. atas putusan Pengadilan.

Perceraian atau talak secara etimologi berarti memudarkan ikatan, baik bersifat
fisik seperti ikatan tawanan maupun bersifat maknawi seperti ikatan pernikahan.’
Secara terminologi talak adalah terurainya ikatan nikah dengan kata-kata yang jelas,
misalnya suami berkata kepada istrinya engkau kuceraikan atau dengan bahasa
sindiran yang diniatkan perceraian oleh suami, misalnya suami berkata kepada
istrinya, pergilah kepada keluargamu.®

Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perceraian hanya
dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah pengadilan yang
bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.®

Selain itu Undang-Undang perkawinan juga menjelaskan alasan-alasan yang

dapat dijadikan dasar untuk perceraian, yaitu:*°

6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 dan Pasal 113
Kompilasi Hukum Islam.

" Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, alih bahasa Faisal Saleh, cet ke-1 (Jakarta:
Pustaka Al-kautsar, 2015), Jilid 5, him. 576

8 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim, alih bahasa Fedrian Hasmand, cet. Ke-1
(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), him. 698.

® Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).
10 Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan (PP 9/1975).



1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut
tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di
luar kemampuannya;

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang
membahayakan terhadap pihak yang lain;

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan
tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Khusus bagi pemeluk agama Islam, ada tambahan dua alasan, sebagaimana

yang diatur dalam KHI.

1. Suami melanggar taklik-talak;

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan
dalam rumah tangga.

Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang proses perceraian di Indonesia.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah
disebutkan di atas bahwa perceraian harus dilaksanakan di depan sidang

pengadilan. Problematika yang muncul kemudian adalah banyaknya proses



perceraian yang terjadi tidak sesuai dengan aturan-aturan tersebut yaitu banyaknya
kasus perceraian di luar pengadilan.

Dalam sebuah disertasi yang ditulis oleh Syukri dengan judul “Ikrar Talak di
Luar Pengadilan (Studi terhadap Pandangan Tuan Guru di Lombok)”, dijelaskan
bahwa ada 74 kasus perceraian di luar pengadilan di Koto Mataram, Lombok tengah
dan Lombok Timur yang ditelusuri oleh peneliti.}! Begitu juga berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Syarifiah dalam skripsi yang berjudul
“Perceraian di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Hukum Positif (Studi
Kasus Kecamatan Mandalawangi Kebupaten Pandeglang) dijelaskan bahwa 90 %
kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Mandalawangi adalah perceraian yang
tidak dicatatkan atau perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.?

Adapun yang dimaksud perceraian di luar pengadilan dalam pembahasan ini
adalah perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses persidangan di pengadilan.
Salah satu faktor yang melatarbelakngi perceraian di luar pengadilan adalah karena
beberapa masyarakat menganggap bahwa perceraian dalam hukum Islam tidak
harus dilaksanakan didepan pengadilan. Hal ini didasarkan pada ketentuan
perceraian dalam Pengadilan atau melalui persidangan kesaksian hakim tidak diatur
dalam kitab fikih klasik apa pun, dengan pertimbangan bahwa perceraian

khususnya yang disebut talak adalah hak mutlak seorang suami, dan dia dapat

1 Syukri, “Ikrar Talak di Luar pengdilan (Studi Terhadap Pandangan Tuan Guru di
Lombok)”, Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (2019), him. 120.

12 Robiatul Syarifiah, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum
Positif” (Studi Kasus Kecamatan Mandalawangi Kebupaten Pandeglang), Skripsi, Universitas Islam
Negeri Sultan Hasanuddin, (2018), him. 58.



menggunakannya di mana saja dan kapan saja. Maka dari itu tidak perlu memberi
tahu apalagi minta izin kepada siapapun.

Maka Berdasarkan persoalan tersebut Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama
sebagai Organisasi Masyarakat Islam yang paling banyak diikuti masyarakat
muslim di Indonesia pada umumnya dan juga sebagai lembaga fatwa dalam hal ini
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Lajnah Bahsul Masail
mengeluarkan fatwa tentang hukum perceraian di luar pengadilan dan memiliki
pendapat yang berbeda tentang permasalahan tersebut.

Dalam fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang disidangkan pada
Jumat, 08 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M dijelaskan bahwa, perceraian harus
dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: cerai talak dilakukan dengan
cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat
diputuskan oleh hakim. Adapun perceraian yang dilakukan di luar sidang
pengadilan dinyatakan tidak sah.'3

Sedangkan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam Keputusan
Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-28 pada tanggal 26 sampai 29 Rabiul Akhir
1410 H/ 25 sampai 28 November tahun 1989 M. di Pondok Pesantren Al-
Munawwir Krapyak Yogyakarta dijelaskan bahwa, perceraian atau talak yang
dilakukan di luar pengadilan dianggap sah. Sehingga ketika suami telah

menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan

13 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa-Fatwa Tarjih Tanya
Jawab Agama , Jilid-8, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), him. 40-45.



Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam
waktu iddah raj iyyah. Adapun jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan
setelah habis masa iddah atau di dalam masa iddah bain, maka talaknya tidak
diperhitungkan. Sebaliknya Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar
Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu
dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung iddahnya. Dalam fatwa
tersebut juga dijelaskan bahwa Jika talak di depan Hakim Agama itu dilakukan
karena terpaksa (mukrah) atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan,
maka tidak diperhitungkan juga.'*

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penyusun merasa bahwa penelitian
ini perlu dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai hukum
perceraian di luar pengadilan ditinjau dari perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang
dibahasa sebagai berikut:

1. Bagaimana Metode Istinbath Hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan

Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Tentang Hukum Perceraian di Luar Pengadilan ?

14 Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam
Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes, (1926-2010), (Surabaya: Khalista, 2011), him. 440.



2. Mengapa Terjadi Perbedaan Pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Tentang Hukum Perceraian Di Luar Pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebegai

berikut :

1. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang
perceraian di luar pengadilan.

2. Untuk mengetahui Perbedaan Pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan
Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
tentang hukum perceraian di luar pengadilan

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai guna, baik secara teoritis maupun

secara praktis bagi seluruh masyarakat.
1. Secara teoritis
a. Penelitian ini ada relevansinya dengan fakultas syariah dan hukum
khususnya program studi perbandingan mazhab, sehingga berguna
menambah bacaan tentang perceraian di luar pengadilan.

b. Dapat bermanfaat dan digunakan dalam bentuk kontribusi ilmiah dalam
memandang persoalan perceraian di luar pengadilan

c. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keluarga
Islam, khususnya persoalan perceraian di luar pengadilan

d. Memberi kontribusi bagi kemajuan pemikiran hukum yang progresif



2. Secara praktis
a. Penelitian ini diharapakan bisa menjadi bahan referensi dalam menyikapi
masalah perceraian di luar pengadilan yang ada di lingkungan
masyarakat secara umum.
b. Mendorong kemajuan pola pikir umat Islam Indonesia dari stagnasi
pemahaman hukum Islam klasik.
D. Telaah Pustaka

Sepanjang penelusuran penyusun ditemukan berbagai karya literatur baik
berupa buku, jurnal, skripsi, maupun tesis yang membahas tentang perceraian di
luar pengadilan dan berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa literatur tersebut
antara lain:

Skripsi karya Silfia Sulfah dengan judul “Perceraian di luar pengadilan
menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012)”
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji perceraian di luar
pengadilan berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 tahun 2012. Adapun
kesimpulan dari penelitian tersebut adalah berdasarkan keputusan MUI mengenai
perceraian di luar pengadilan dengan mengacu pada SK Dewan Pimpinan MUI
Nomor:U_596/MUI/IX/1997, emnyatakan bahwa perceraian diluar pengadilan
dianggap sah. Adapun perceraian yang dimaksud adalah perceraian yang telah
memenuhi rukun dan syarat talak namun dilakukan di luar pengadilan. Keputusan MUI
tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra dimana masyarakat yang pro beralasan
bahwa dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak mengatur tata cara mengenai perceraian dan

perceraian itu khususnya talak adalah hak suami. Sedangkan yang kontra menganggap



bahwa perceraian lebih baik melalui pengadilan agar mantan isteri dan anaknya
mendapat kepastian hukum.*®

Artikel yang berjudul “Perceraian di luar pengadilan menurut hukum Islam
(Studi kasus di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu
Provinsi Sulawesi Barat” yang ditulis oleh Nurfaradillah AS, Muh Syarif Hasyim
dan Sitti Nurkhaerah dalam Jurnal Coparativa. Dalam artikel tersebut dijelaskan
bahwa proses penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan yang terjadi di
Desa Lariang dilakukan oleh kepala Desa melalui pendekatan kekeluargaan dan
perdamaian dan secara hukum fikih perceraian di luar pengadilan yang terjadi di
Desa Lariang sah dan dibenarkan karena dalam fikih tidak ada yang mengharuskan
perceraian harus dilakukan di pengadilan. Namun menurut Undang-Undang
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini tidak sah dan tidak dapat
dibenarkan, karena kepala desa tidak mempunyai wewenang dan kapasitas selain
Pengadilan Agama.*®

Skripsi yang ditulis oleh Qurrotal A’yuni dengan judul “Kedudukan Talak di
Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan Nahdlatul Ulama dan
Muhammadiyah”. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research)
yang mengkaji pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang

kedudukan talak di luar sidang pengadilan. Adapun kesimpulan dari penelitian

15 Silfia Sulfah, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi
Fatwa MUI No. 1 Tahun 2012” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, (2016).

16 Nurfaradillah AS, dkk, “Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam (Studi

Kasus di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat”,
Jurnal Coparativa, Vol. 1: 1, (Juni 2020).
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tersebut adalah Nahdlatul Ulama dalam memahami status talak di luar sidang masih
memegang pendapat ulama klasik serta adanya keberpihakan dan pembelaan
Nahdlatul Ulama terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Adapun
Muhammadiyah dalam penyelesaian masalah tersebut menggunakan ijtihad
kontemporer yang mengedepankan aspek kemaslahatan sosial. Dari dua pendapat
di atas maka keputusan Muhammadiyahlah yang lebih relevan dengan kondisi
masyarakat sekarang ini karena lebih mengedepankan aspek kemaslahatan sosial.’

Skripsi yang ditulis oleh Nurdianto dengan judul “Analisis Kedudukan Talak
di Luar Pengadilan Menurut Putusan Bahstsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis
Tarjih Muhammadiyah”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif
dengan menganalisis perbandingan putusan Bahtsul Masail Nu dan Majelis Tarjih
Muhammdiyah. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah pertama,
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berpendapat jika suami telah
menjatuhkan thalaq di luar Pengadilan Agama, maka thalaq yang dijatuhkan di
depan Hakim Agama itu merupakan thalaq yang kedua. Sedangkan Majlis Tarjih
Muhammadiyyah mengemukakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui
proses pemeriksaan Pengadilan. Kedua, Nahdlatul Ulama yang bercorak madzhab
gauli berpijak pada dua kitab yang diambil dari kitab Tuhfatul Muhtaj karangan
Ibnu Hajar Al-Haitami dan Tarsyih al-Mustafidin karangan Sayyid Ahmad Assaqgaf

yang keduanya bermazhab Syafi’i.'8

17 Qurrata A’yuni “Kedudukan Talak di Luar Sidang Pengadilan Menurut Pandangan
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” Skripsi,Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009).

18 Nurdiyanto “Analisis Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Putusan Bahstsul
Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah™ Skripsi, Universitas Islam Negeri
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Skripsi yang ditulis oleh Elvi Sari Wahyuni Siregap dengan judul “Kedudukan
Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul Ulama dan Tokoh
Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten
Padang Lawas)” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan
di Kecamatan Aek Nabara Barumun. Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian
ini adalah Pertama, masyarakat berpendapat bahwa kedudukan talak di luar
pengadilan itu sah. Kedua, masyarakat berpendapat kedudukan talak di luar
pengadilan itu hukumnya tidak sah. Sedangkan pandangan dari tokoh Nahdhlatul
Ulama yang menyatakan bahwa kedudukan talak di luar pengadilan itu sah. Tokoh
Muhammdiyah menyatakan tidak sah karena banyak mengandung mudharat
terhadap seorang istri dan tidak terjamin hak-hak seorang istri sehingga seorang
istri dan anaknya menderita.*®

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Faza Asy’ari dengan judul “Hukum Talak di
Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia,
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” Penelitian ini merupakan penelitian
pustaka (library research). Kesimpulan yang dihasilkan oleh penelitian ini adalah
Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa status hukum talak di luar pengadilan
sah hukumnya dengan syarat ada alasan syar’i yang kebenarannya dapat dibuktikan

di pengadilan. Nahdatul Ulama memutuskan bahwa status hukum talak di luar

Sunan Gunung Djati, (2019).
19 Elvi Sari Wahyuni “Kedudukan Talak di Luar Pengadilan Menurut Tokoh Nahdlatul

Ulama dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus di Kecamatan Aek Nabara Baraumun Kabupaten
Padang Lawas)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2018).
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pengadilan hukumnya sah dan di hitung sebagai talak yang pertama. Muhmmadiyah
memutuskan bahwa status hukum talak di luar pengadilan agama tidak sah.?

Thesis yang ditulis oleh M. Nidzom Anshori dengan judul “Perceraian di Luar
Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”.
Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). Berdasarkan
penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesenjangan antara apa yang
diharapkan olen hukum (das sollen) dengan kenyataan yang berkembang
dimasyarakat (das sein), yaitu : perceraian itu seharusnya dilaksanakan di
Pengadilan yang menjadi harapan Undang-Undang, dengan perceraian diluar
Pengadilan yang terjadi dimasyarakat. Dikalangan organisasi Islam sendiri terjadi
perbedaan pendapat terhadap masalah ini, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Bahsul Masail Nahdatul Ulama (NU) dan Persatuan Islam (Persis) berpendapat
bahwa perceraian di luar Pengadilan itu sah dan tidak perlu diulang, sedangkan
Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat tidah sah dan perlu diulang dihadapan
Pengadilan.?

Dari telaah di atas terbaca bahwa penelitian di atas berbeda dengan penelitian
ini. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Penelitian sebelumnya hanya

menjabarkan persamaan dan perbedaan Hukum perceraian di Luar Pengadilan

20 Ahmad Faza Asy’ari “Hukum Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Komparatif
Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)” Skripsi, Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah, (2019).

2L M. Nidzom Anshori “Perceraian di Luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan
Hukum Positif di Indonesia” Thesis, Magister Hukum Universitas Airlangga, (2016).
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tanpa menggunakan teori yang khusus. Sedangkan dalam penelitian ini penyusun
menggunakan teori Al-Ikhtilaf fi fahmi an-nash.
E. Kerangka Teori

Landasan teoritik merupakan pendukung atau penguat sebuah teori, konsep,
azas, dan pendapat-pendapat hukum dalam membangun atau memperkuat
kebenaran dan permasalahan analisis.?? Dalam penelitian kualitatif teori berfungsi
untuk memberikan arahan atau bimbingan untuk memecahkan masalah yang
sedang dikaji dalam rangka menemukan pengetahuan, konsep atau teori
substantif.??

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah al-ikhtilafi fi fahmi
nash wa At-tafsirihi. Dalam kitab atsar dijelaskan bahwa terkadang terjadi
perbedaan pendapat dalam memahami teks baik dalam Al-Qur’an maupun sunnah.
Sehingga para ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap nash
tersebut, hal ini lah yang disebut sebagai al-ikhtilafi fi fahmi nash wa At-tafsirihi.2*
Perebdaan dalam memahami nash dan penafsiran ini dicontohkan dalam Kitab

tersebut berkaitan dengan hadis tentang zakat, yaitu:

Aaall Lpda adine (o o0 Y 5,3 pem Y

22 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian IImu Hukum, (Bandung: Mandar Maju,
2013), him 141.

23 M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2017), him.
43.

24 Mustafa Said al-Khinn, Atsar al-lkhtilaf Fii al-Qawaid al- ‘Ushuliyyah Fii Ikhtilaf al-
fugaha, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982), him. 62
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Menurut mazhab Hanafi pencampuran zakat kambing yang tidak
mempengaruhi nisab masing-masing individu. Maka tidak wajib bagi masing-
masing Muzakki untuk mengeluarkan zakat kecuali apabila sesuatu yang
diwajibkan tadi telah mencapai satu nisab kepemilikannya sebelum adanya
pencampuran. Adapun pencampuran yang dimaksud bukan pencampuran secara
milik akan tetapi hanya sebatas pencampuran tempat.?®

Sementara menurut mazhab Maliki ketika terjadi pencampuran maka wajib
bagi individu-individu tadi mengeluarkan zakat sesuai dengan nisabnya dengan
syarat tiap-tiap individu yang mencampurkan itu mempunyai hak milik yang
sebelumnya sudah diwajibkan mengeluarkan zakat. Adapun menurut Mazhab
Syafi'i dan Hambali ketika terjadi pencampuran antara dua orang maka zakatnya
cukup satu saja akan tetapi bila secara hak kepemilikan dipindah maka zakatnya
menjadi sendiri-sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa
perbedaan dalam memahami nash dapat menyebabkan perbedaan hukum.?®
F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah
yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis
maupun teoritis.?” Oleh sebab itu penelitian ini memerlukan metode, metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

2 1bid.,him. 63-65.
2 1bid.

27 J.R. Raco, Metode Kualitatif: Jenis,Kkarakter, dan Keunggulan, (Jakarta: Grasindo,
2010), him. 5.
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1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berlandaskan terhadap
data-data pustaka untuk meneliti tentang variabel-variabel terkait dalam
penelitian, sehingga dapat menjelaskan studi komparatif yang relevan dan
netral dengan pemahaman literasi dari masing-masing variabel. Hal tersebut
yang menjadikan penelitian ini sebagai penelitian kepustakaan (Library
Research).?
2. Sifat penelitian

Penelitian ini  bersifat deskriptif komparatif. Deskriptif adalah
menggambarkan dan menginterpretasikan sebuah objek apa adanya.?®
Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki.>® Komparatif adalah upaya
membandingkan hukum perceraian di luar pengadilan menurut Majelis Tarjih
dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.
3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data
primer dan sumber data sekunder. Yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Data primer

28 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi offset, 1999), him. 9.

29 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam
Penelitian, (Yogyakarta: Andi, 2010), him. 24.

30 Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), him. 63.
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Data primer dalam penelitian ini adalah Fatwa Majelis Tarjih
Muhammadiyah, Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang
membahas tentang hukum perceraian di luar pengadilan.

b. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah berbagai literatur yang
berkaitan dengan objek penelitian ini baik berupa kitab fikih, buku, jurnal,
dan karya ilmiah lain.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang
bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi
karya ilmiah.3! Maka dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan hukum
normatif.

Metode pendekatan hukum normatif dapat dimaknai sebagai pendekatan
hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan
hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk
kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian
metode pendekatan hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian
kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian
empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (field

study).?

31 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), him. 156.

32 Yati Nurhayati, dkk, “Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif [lmu Hukum”
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol. 2: 1, (Februari, 2021), him. 8.
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Dalam pendekatan hukum normatif bahan hukum dikumpulkan dan
dianalisis untuk menghasilkan suatu temuan penelitian. Selain itu analisis ini
juga mengarahkan atau menetapkan norma dan kaidah hukum yang seharusnya
diterapkan untuk menjawab permasalahan yang dikaji.*

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke
dalam satu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.3*

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif
yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta
memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan.
Sedangkan komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua
atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka
pemikiran tertentu.®®

G. Sistematika Pembahasan
Agar penelitian ini dilakukan dengan runtut dan terarah, maka penelitian ini
dibagi menjadi lima bab pembahasan yang saling berhubungan.

Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

33 Ibid., him. 10.
3% M. Djamal, Paradigma Penelitian Kualitatif, him. 139.

3 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004), him. 54.
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BAB | adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian,
dan sistematika pembahasan.

BAB Il adalah membahas Teori Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirihi yang
terdiri dari pengertian teori Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirihi dan contoh
penggunaan teori Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-Tafsirihi.

BAB 111 adalah membahas tinjaun umum perceraian dan hukum perceraian di
luar pengadilan menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Bab ini mencakup pembahasan tentang
pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian,
macam-macam perceraian, sebab-sebab terjadinya perceraian. Kemudian sejarah
terbentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, metode istinbath hukum
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan hukum perceraian di luar pengadilan
menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Kemudian sejarah
terbentuknya Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, metode istinbath hukum
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan hukum perceraian di luar
pengadilan menurut fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

BAB IV adalah analisis terhadap pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum
perceraian di luar pengadilan berdasarkan Teori Ikhtilaf Fi fahmi An-nash Wa At-
Tafsirihi. Bab ini mencakup persamaan dan perbedaan pendapat antara Majelis
Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang hukum perceraian di luar pengadilan dan

analisis perbedaan pendapat Antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid
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Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang hukum
perceraian di luar pengadilan.

BAB V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi
poin-poin penting yang terdapat dalam penelitian dan menjawab rumusan masalah
yang diangkat. Kemudian saran yang berisi usulan maupun Kritik penulis terhadap

penelitian.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,
maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai jawaban atas rumusan
masalah pada pendahuluan, sebagai berikut:

1. Metode Istinbath Hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
Metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa adalah metode bayani, burhani dan

irfani. Adapun yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

dalam menetapkan fatwa hukum perceraian di luar pengadilan adalah metode
burhani. Sedangkan metode istinbath yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul

Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan fatwa adalah metode gauli, ilhaqi

dan manhaji. Adapun yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul

Ulama dalam menetapkan fatwa hukum perceraian di luar pengadilan adalah

metode qauli.

2. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdaltul Ulama tentang
hukum perceraian di luar pengadilan.

Penyebab perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang

hukum perceraian di luar pengadilan adalah karena perbedaan memahami nash.
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Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam memahami nash tersebut
didasarkan kepada kata o) yang diartikan sebagai baik. Pengaplikasian baik
di sini yaitu melakukan perceraian di depan pengadilan. Sedangkan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memahami nash tentang talak itu didasarkan
kepada pendapat ulama-ulama terdahulu yang mana pendapat ulama terdahulu
yang dirujuk oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama memahami nash
secara tekstual sehingga menghasilkan hukum kebolehan perceraian di luar
pengadilan dengan dasar bahwa talak merupakan hak mutlak suami.
B. Saran
Untuk para pasangan suami istri yang ingin melakukan perceraian alangkah
baiknya mendaftarkan perkara perceraiannya di pengadilan Agama agar
perceraiannya sah menurut agama dan hukum positif supaya hak-hak istri dan anak

terjamin dimata hukum.
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